ISLAM DAN DEMOKRASI
DALAM PANDANGAN ABU A’LA AL-MAUDUDI
DAN NURCHOLISH MADJID

Qi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:

ACH. RIAN HIDAYAT
NIM: 12360056

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016



ABSTRAK

Perdebatan seputar Islam dan demokrasi sampai hari ini masih terus
bergulir. Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi
sebenarnya merupakan bagian dari pembahasan agama (din) dan politik (siyasah).
Persoalan ini menjadi perdebatan panjang berbagai kalangan yang hingga kini
belum menemukan titik temu dan jauh dari selesai, malah semakin memperkaya
wawasan. Bahkan pembahasan tentang masalah ini tidak akan pernah habis-
habisnya. Pengalaman demokrasi di Dunia Muslim juga menjadi bagian penting
yang turut mewarnai wacana mengenai hubungan antara Islam dengan demokrasi.

Jenis penelitian ini adalah library research, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan
literatur-literatur. Sementara itu penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-
historis. ~ Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analitis-komparatif,  yaitu
menggambarkan pemikiran Abu A’la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid
mengenai hubungan Islam dan demokrasi. Setelah itu, dilakukan analisis secara
komparatif pemikiran kedua tokoh di atas untuk mengetahui persamaan dan
perbedaan pendapat keduanya.

Berdasarkan pada hasil penelitian, ditinjau dari segi persamaannya, dalam
konteks perdebatan mengenai Islam dan demokrasi, pemikiran Abu A’la Al-
Maududi dan Nurcholish Madjid menemui titik temu pada persoalan pentingnya
partisipasi sosial-politik masyarakat. Keduanya mempunyai pandangan bahwa
rakyat harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan politik. Hal lain yang
juga merupakan persamaan kedua tokoh ini adalah bahwa keduanya sama-sama
ingin memajukan umat Islam di tengah kuatnya pengaruh dan dominasi Barat.
Dari segi perbedaan, hal yang paling mendasar anatara kedua tokoh ini adalah
mengenai kedaulatan Tuhan dan rakyat. Al-Maududi berpandangan bahwa satu-
satunya yang memiliki kedaulatan ialah Tuhan. Kemudian dia mencetuskan istilah
teo-demokrasi. Sementara itu, Nurcholish Madjid berpandangan bahwa rakyat
mempunyai kedaulatan sehingga berhak menentukan pilihannya.
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3. Bila ta’ Marbitih hidup dengan harakat fathah, kasrahdan dimmah
ditulis ¢
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I. Huruf Besar
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PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tua
dan
segenap pihak yang turut mebantu
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KATA PENGANTAR

e Skl g sl call g Laall ) gel e Camtis 4 g Caallall o)y 2eal)

Al Garea) diaia g all e 5 a2 L (b jall 5 olas¥) oy

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Segala puji ke hadirat llahi rabbi, yang telah memberikan kesempatan
hambanya untuk belajar, menimba ilmu-Nya yang teramat luas, yang tak seorang
pun dapat menguras habis lautan ilmu yang dimilik-Nya. Shalawat beserta salam
semoga tetap terhaturkan ke junjungan kita bersama, Nabi Muhammad SAW,
yang mengajarkan kepada Kkita betapa umat manusia harus berjuang secara
sungguh-sungguh untuk mencapai ridla-Nya.

Bersamaan dengan ridho dan pertolongan yang Allah SWT berikan,
Skripsi dengan judul Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Abu A’la Al-
Maududi dan Nurcholish Madjid ini dapat penyusun selesaikan sesuai dengan
harapan.

Tugas akhir ini merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Illmu Hukum Islam di jurusan Perbandingan
Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri wacana politik abad ke-20 adalah kenyataan bahwa hampir
semua gerakan politik mengklaim bersifat “demokratis”. Hampir tak ada
kelompok politik yang dapat menghindari atau bahkan menolak klaim ini. Alasan
yang mendasari ini adalah gagasan sentral demokrasi bahwa semua kekuasaan
diberikan oleh rakyat, dan bahwa penggunaan kekuasaan hanya sah jika ia
mewakili kehendak rakyat. Hampir setiap kelompok politik tidak berani
menghindari atau menolak asumsi dasar tersebut, bahwa mereka menjalankan atau
menerima kekuasaan karena alasan yang berbeda.’

Sementara itu, tidak dapat dipungkiri dalam proses demokratisasi ini,di
negara-negara bagian tertentu masih harus menempuh jalan panjang. Sebut,
misalnya, negara-negara di Dunia Arab. Dunia Arab termasuk kawasan yang,
belakangan ini, mendapat sorotan yang cukup serius oleh dunia. Demokratisasi di
sana bukan hanya dihadapkan pada debat seputar hubungan Islam dan Demokrasi
semata, melainkan tidak jarang aksi kekerasan fisik turut mewarnai konflik yang
tidak berkesudahandi Dunia Arab tersebut.

Di Dunia Arab, sampai hari ini, proses demokratisasi itu dapat dibilang

belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Demokratisasi di negara-negara Arab

L Ulil Abshar Abdalla (ed.) Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam
(Jakarta:Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002),
him. 110.



justru memiliki catatan-catatan memprihatinkan. Yang paling jelas adalah proses
itu telah menuntut pengorbanan yang teramat mahal dan tidak mungkin manusia
dapat menggantinya yaitu hilangnya nyawa. Pengorbanan nyawa terlalu mahal
untuk sebuah perubahan di seluruh negara Arab. Nyawa adalah karya Tuhan,
manusia dengan alasan apapun tidak berhak mengambilnya dari orang lain.?

Terlepas dari persoalan bagaimana negara-negara Arab tengah berjuang
menapaki jalan panjang demokratisasi, persoalan yang cukup klasik adalah Islam
dan demokrasi yang masih belum menemukan hubungan yang baik. Islam adalah
agama yang kaftah yang mengatur banyak hal termasuk politik, sementara
demokrasi tidak lain merupakan konsep politik dari wacana Barat yang tidak
terdapat dalam Islam. Sebab itu, oleh sebagian ummat muslim, demokrasi ditolak.

Islam sebagai sebuah agama dipandang telah mempunyai konsepsi politik
yang sangat jelas. Oleh karena itu, demokrasi yang dibawa Barat sebenarnya juga
telah diatur dalam Islam. Meskipun, tentu, secara praktik berbeda dengan
demokrasi Barat tadi. Konsep syura, misalnya, sebenarnya merupakan hal yang
sangat substansial dalam politik pengambilan kebijakan. Dalam rangka menerima
demokrasi, sebagian umat Islam, menaruh sikap curiga terlebih dahulu. Bahkan,
tidak sedikit mereka yang menolak keras konsep demokrasi yang dianggap sangat
liberal tersebut.

Lebih lanjut, perdebatan seputar hubungan Islam dan demokrasi adalah
perdebatan mengenai siapa yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam sitem

pemerintahan. Dalam Islam, menurut Abul A’al Al-Maududi, kedaulatan tertinggi

2 Ibnu Burdah, Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi (Malang: Intrans Publishing,
2014), him. 22.



bukan di tangan manusia atau rakyat, melainkan berada di tangan Tuhan. Oleh
karena itu, Maududi menggunakan istilah kekhalifahan untuk menyebut dan
membedakan antara kewenangan penguasa atau pemerintah dengan kedaulatan
pada Tuhan.?

Dalam Islam kedaulatan hanya milik Tuhan semata. Tuhan mempunyai
kedaulatan yang tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan yang lain. Pemerintah
dalam suatu negara tidak lain hanyalah wakil Tuhan. Dengan kata lain, siapapun
yang memegang tampuk kekuasaan dan memerintah sesuai dengan hukum Tuhan
pastilah merupakan khalifah dari Penguasa Tertinggi dan tidak akan berwenang
mengerahkan kekuasaan kecuali kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.

Berbeda dengan konsep kedaulatan Abu A’la Al-Maududi, demokrasi
modern menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pengertian
demokrasi yang sangat populer adalah yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln.
Demokrasi menurut Lincoln adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dengan pengertian tersebut, rakyat sejatinya yang mempunyai kedaulatan, bukan
penguasa atau pemerintah.

Bagi kalangan pegiat demokrasi, Islam dan demokrasi itu kompatibel.
Demokrasi adalah sistem terbaik, yang mengutamakan Kketerlibatan atau
partisipasi rakyat seutuhnya. Nurcholis Madjid termasuk salah seorang pemikir
pembaharu Islam yang sangat setuju dengan demokrasi. Bahkan, dia sangat anti
terhadap pemaksaan pendirian negara agama. Sebagai seorang pemikir liberal, dia

menjadi seorang yang sangat sekuler di zamannya.

® Lihat buku Abul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, alih
bahasa Drs. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), him. 169.



Menurut Nurcholish Madjid, di negara-negara demokratis, termasuk
Indonesia, inti pemikiran dari konsep partisipasi (sosial-politik) dalam kehidupan
bernegara adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan, adanya kesempatan
melakukan partisipasi secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan
kemerdekaan.*

Islam tidaklah secara inheren tidak sesuai dengan demokrasi. Adanya
kesan ketidaksesuaian antara Islam dan demokrasi muncul tidak lain karena
pemahaman literal atas ayat-ayat tertentu Al-Quran, atau karena hanya mengambil
aspek tertentu Islam dan mengabaikan yang lain.

Lagi pula, kegagalan sementara negara-negara Muslim dalam pengalaman
demokrasi disebabkan sejumlah faktor internal dan eksternal, yang menghambat
pertumbuhan demokrasi. Di antara faktor-faktor terpenting adalah; tradisi politik
otokratik, kondisi ekonomi yang buruk, keterbelakangan pendidikan, kurangnya
modal sosial lainnya; dan, tidak kurang pentingnya adalah dukungan sementara
negara Barat atas rezim-rezim otokratik, otoriter dan diktatorial. Yang terakhir ini
menimbulkan alienasi dan ketidakpercayaan kalangan masyarakat Muslim
terhadap demokrasi.

Demokrasi, meski merupakan sitem politik yang berasal dari Barat,
mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab hak

masyarakat untuk menentukan sendiri jalan organisasi negara dijamin. Hingga

* Idris Thaha, Demokrasi Religius, cet. | (Jakarta: Teraju, 2005), him. 225.



saat ini, demokrasi merupakan terminologi politik yang paling populer dan sering
dipakai beberapa negara, termasuk juga negara-negara di dunia Muslim. °

Demokrasi sendiri masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam dan
dianggap sebagai nilai yang baik bagi kehidupan pada akhir paruh abad ke-19.
Para pemikir Islam di beberapa dunia Muslim pada permulaan abad ke-20, yang
membicarakan Islam dan demokrasi, memandang demokrasi sebagai sesuatu yang
positif. Mereka kemudian mencari padanan demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam.
Lalu, muncullah apa yang disebut dengan sywura. Untuk itu, demokrasi
diidentikkan dengan Barat, dan syura dianggap bersal dari dunia Timur, atau
Islam itu sendiri.°

Selanjutnya, penulis mengangkat pemikiran Abu A’la Al-Maududi dan
Nurcholish Madjid mengenai hubungan Islam dan Demokrasi karena, hemat
penulis, kedua tokoh tersebut merupakan tokoh yang otoritatif dalam hal
pembahasan mengenai hubungan Islam dan demokrasi. Abu A’la Al-Maududi
merupakan tokoh yang, dalam konteks pembahasan ini, memiliki pandangan yang
berbeda dengan Nurcholish Madjid. Abu A’la Al-Maududi merupakan tokoh yang
sangat selektif terhadap konsep atau wacana Barat. Bahkan, dalam banyak hal
Abu A’la Al-Maududi menolak wacana Barat, termasuk konsep demokrasi.
Sementara itu, Nurcholish Madjid adalah tokoh yang justru sangat giat
mengampanyekan demokrasi untuk negara yang berpenduduk mayoritas umat

Islam sekalipun.

% |dris Thaha, Demokrasi Religius, him. 17.

® Ibid.



. Pokok Masalah
Dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini, penulis menyusun
beberapa pokok masalah yaitu:
. Bagaimana hubungan Islam dan demokrasi menurut Abu A’la Al-Maududi?
. Bagaimana hubungan Islam dan demokrasi menurut Nurcholish Madjid?
. Apa persamaan dan perbedaan Abu A’la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid

mengenai hubungan Islam dan demokrasi.

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

. Menjelaskan pemikiran Abu A’la Al-Maududi tentang hubungan Islam dan
demokrasi.

. Menjelaskan pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan
demokrasi.

. Menjelaskan persamaan dan perbedaan kedua pemikir di atas mengenai hubungan
Islam dan demokrasi.

2. Kegunaan

. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penegembangan pemikiran perihal
hubungan Islam dan demokrasi.

. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perdebabatan

seputar Islam dan demokrasi.



D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Islam dan demokrasi sebenarnya bukanlah penelitian
yang baru dalam dunia kademik. Penulis mendapatkan lima tulisan yang
menyangkut tentang hubungan Islam dan demokrasi yang berupa skripsi. Lima
skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Kifralwi Suparda yang berjudul Islam dan Demokrasi
dalam Pandangan ‘Abid Al-Jabiri dan Abu A’la Al-Maududi’ membahas tentang
hubungan Islam dan demokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah relasi Islam dan
demokrasi seringkali problematis, terlebih dalam pandangan tokoh yang
mempunyai ambisi politik. Abu A’la Al-Maududi menentang demokrasi, dalam
skripsi ini, disebutka bahwa dia berambisi untuk mengembalikan kekuasaan dan
legitimasi khilatah Islamiyah. Bahkan, ketimbang menerima demokrasi, dia lebih
punya kans memperoleh kekuasaan dengan menentang demokrasi.

Kedua, skripsi Noor Indra Wibawanti yang berjudul Islam dan demokrasi
dalam perspektif pemikiran M. Amien Rais®. Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa d°alam membangun sebuah negara dan masyarakat maka harus memenuhi
tiga fundamental Islam. Ketiga fundamental itu menjadi bagian yang mutlak
dalam negara yang demokratis. Pertama, negara harus dibangun dengan dasar
keadilan. Kedua, negara harus dibangun dan dikembangan dengan melalui

mekanisme musyawarah (syura). Dan, ketiga, negara harus dibangun atas dasar

’ Kifralwi Suparda, “Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri
dan Abu AL-A’la Maududi”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Tahun 2007.

8 Noor Indra Wibawanti, “Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Pemikiran M. Amien
Rais”, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2003.



persaudaraan, gotong royong, persamaan hak dan saling menghormati hak-hak
kemanusiaan antar sesama umat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sapta Wahyono yang berjudul
Demokratisasi di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid
dan Nurcholish Madjid'®. Skripsi ini membahas mengenai proses demokratisasi
yang berlangsung di Indonesia. Lebih lanjut, pembahasan dalam skripsi ini
diperluas pada persoalan bagaimana hubungan Islam dan demokrasi, demokrasi
dan hak asasi manusia, dan demokrasi dengan supremasi hukum. Dalam skripsi
ini dijelaskan bahwa baik Abdurrahman Wahid maupun Nurcholish Madjid sama-
sama menegaskan bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan. Skripsi ini
berbeda dengan skripsi penulis. Penulis tidak membahas bagaimana hubungan
demokrasi dengan hak asasi manusia dan hak asasi manusia.

Keempat, skripsi yang hampir sama ditulis oleh Muhafik dengan judul
Nurcholish Madjid; Pandangan tentang Demokrasi di Indonesia tahun 1970-
2005'. Skripsi ini membahas bagaimana proses demokratisasi di Indonesia
berlansung kurun waktu tahun 1970-2005. Hampir sama dengan skripsi yang
ditulis oleh Sapta Wahyono di atas, skripsi ini juga diperluas dengan salah satu
pembahasannya adalah mengenai hubungan demokrasi dan supremasi hukum.

Hanya saja, skripsi ini dibatasi dengan pembahasan mengenai proses

10 Sapta Wahyono, “Demokratisasi di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran
Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid)”, skipsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Tahun 2010.

" Muhafik, “Nurcholish Madjid; Pandangan tentang Demokrasi di Indonesia tahun 1970-
20057, skipsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.



demokratisasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru dan masa
Reformasi.

Kelima, skripsi Agus Salim yang berjudul Relasi Islam dan Negara:
Perbandingan Pemikiran antara Abu A’la AI-Maududi dengan Muhammad Amien
Rais'®. Skripsi ini membahas hubungan Islam dan negara dalam pandangan dua
tokoh yang memilik pandangan yang sangat bertolak belakang. Hasil dari
penelitian ini adalah Abu A’la Al-Maududi giat mengusahakan negara Islam,
sementara M. Amien Rais mengemukakan bahwa dalam Islam tidak ada aturan
langsung dan juga detail mengenai bentuk negara. Keduanya berbeda pandangan
karena latar pendidikan dan sosio kultur yang berbeda.

Berbeda dengan lima penelitian di atas, penulis mengajukan judul yang
objek pembahasannya masih seputar Islam dan demokrasi, namun dalam
pandangan Abu A’la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid. Penelitian ini berangkat
dari titik tolak proses demokratisasi di negara Arab yang belum kunjung berhasil,
bahkan banyak memakan korban jiwa. Juga mengenai konsep kedaulatan yang
masih diperdebatkan banyak kalangan. Sebagian berpendapat bahwa kedaulatan
hanya milik Tuhan, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa kedaulatan di tangan
rakyat atau manusia. Islam dan demokrasi akan terus mengalami kemunduran jika
tidak segera melakukan rekonsiliasi dalam arti keduanya harus dilihat sebagai
gejala objektif.

Dengan demikian, perbedaan penelitian yang penulis garap ini dengan

penelitian-penelitian yang sudah jadi di atas adalah bahwa penulis tidak hanya

12 Agus Salim, “Relasi Islam dan Negara: Perbandingan Pemikiran antara Abu A’la Al-
Maududi dengan Muhammad Amien Rais”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yoyakarta, Tahun 2007.
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melihat relevansi pemikiran tokoh dengan konteks demokrasi di Indonesia. Akan
tetapi, lebih dari sekedar relevansi, penulis mencoba untuk melihat kajian Islam
dan demokrasi sebagai sebuah wacana politik mutakhir yang harus berkesesuaian

dengan konteks zaman hari ini berikut telaah objektif keduanya.

. Kerangka Teoritik

Dalam masyarakat tradisional, agama dan politik adalah dua hal yang
tidak dapat dipisahkan. Agama memegang kontrol atas kehidupan bersama suatu
masyarakat. Sebab, di dalam masyarakat tradisional yang masih relatif homogen
itu, agama memonopoli tafsir atas hukum-hukum atau norma-norma yang
mengatur kehidupan sosial-politik sebuah masyarakat. Monopoli interpretasi itu
terjadi karena hukum-hukum atau norma-norma itu diyakini memiliki asal-usul
sakral.

Namun, memasuki zaman modern situasinya menjadi berbeda dan
semakin problematis. Agama mulai mendapatkan tantangan. Tanntangan itu
bersamaan dengan berlangsungnya proses rasionalisasi di berbagai aspek
kehidupan. Kemajuan sains (ilmu pengetahuan), negara hukum dmokratis, dan
kapitalisme (sistem ekonomi) telah menjadi kekuatan-kekuatan baru yang
mendobrak agama.

Dalam zaman modern, sekularisme seolah menjadi keniscayaan. Agama
mulai dibatasi, misalnya, dalam urusan politik dan pengambilan kebijakan. Suara
rakyat lalu direpresentasikan sebagai suara Tuhan. Agama tidak dapat menjadi
tafsir tunggal yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam wilayah privat yang

bersifat teologis, agama mempunyai otoritas. Namun, dalam wilayah atau domain
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publik, agama cukup menjadi ruh, dalam arti semangat yang melandasi laku
sosial-politik.

Dengan demikian, menyangkut hubungan Islam dan demokrasi, keduanya
harus dilihat dalam kontek hari ini. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa
modernisme telah menjadikan masyarakat semakin heterogen. Untuk itu, sikap
penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang
majemuk, yaitu masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya
kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan design-Nya
untuk umat manusia. Jadi, tidak ada masyarakat yang tunggal dalam segala segi.*®

Dalam masyarakat yang semakin majemuk, negara agama tidak cukup
representatif dalam dinamika politik mutakhir. Negara harus megakomodasi
kepentingan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu,negara dituntu dapat
menjamin kedaulatan rakyatnya. Rakyat perlu dilibatkan dalam setiap
pengambilan kebijakan.

Dalam Islam ada ketentuan bahwa orang harus menetapkan hukum
berdasar hukum Allah. Kalau tidak, Al-Quran menyebutnya sebagai tindakan
orang-orang kafir, orang-orang dzalim, dan orang-orang fasik (baca QS Al-
Maidah [5]: 44, 45, 47). ltulah yang menjadi dasar kenapa banyak yang ingin
membuat negara Islam. Namun, dalam konteks masyarakat yang majemuk,

pembentukan hukum positif Al-Quran terlebih dahulu harus berdasarkan

3 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, cet. IV ( Jakarta: Dian Rakyat, 2010),
him. 196.
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persetujuan warga negara. Inilah yang kemudian dalam istilah Kuntowijoyo
disebut dengan Objektivikasi Islam.*

Dengan objektivikasi akan terjamin kesamaan di dalam hukum
antaragama-agama. Dengan demikian hilanglah ancaman terhadap stabilitas
nasional. Karena itu ungkapan “menghukumi dengan hukum Allah” itu juga harus
diobjektivikasikan dalam sejumlah perundangan, peraturan, perturan pemerintah.
Jadi, tidak berlaku begitu saja.

Kuntowijoyo, dalam bukunya yang berjudul Identitas Politik Umat Islam
mengemukakan beberapa kaidah demokrasi. Kaidah-kaidah demokrasi ini
sebenarnya merupakan aspek substantif yang harus diperhatikan oleh umat Islam.
Beberapa kaidah ini bertujuan supaya demokrasi tidak kebablasan dan terlalu
liberal. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:"

Pertama, musyawarah. Dalam sejarah, dapat dilihat bahwa praktik
menunjukkan betapa Nabi sendiri menghargai musyawarah. Menjelang Perang
Uhud antara pihak Nabi di Madinah dan kaum Quraisy di Makkah, ada dua
kemungkinan yang dihadapi: bertahan dalam kota Madinah atau berperang di luar
kota. Nabi mengadakan musyawarah dengan kaum Muslim untuk menentukan
pilihan. Nabi sendiri berpendapat bahwa lebih baik bertahan dalam kota. Tetapi,
rupanya mayoritas kaum Muslim menghendaki berperang dengan musuh di luar
kota. Nabi akhirnya mengalah pada kehendak mayoritas.

Tetapi, bagi umat Islam musyawarah itu masih tidak boleh melanggar hak

Tuhan dan Rasul-Nya. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mutlak harus

¥ Lihat buku Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), him.
69.
1> Kuntowijoyo, Identitas, him. 91.
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berlaku dan tidak ada musyawarah. Misalnya, soal homoseksualitas dan
lesbianisme bukan suara mayoritas yang menentukan, tapi Tuhan. Itulah beda
musyawarah dalam Islam dan demokrasi sekular. Kadang-kadang perbedaan itu
dipertajam oleh pertentangan politik. Imam Khomeini pernah mengecam
demokrasi (Barat), sedangkan Amerika menganggap Iran sebagai teokrasi yang
mundur tiga belas Abad.

Demokrasi yang kita kenal adalah produk dunia modern, dan bukan hasil
yang lurus dari evolusi sejarah. Sejarah Islam sendiri adalah sejarah yang terputus
dari segi waktu, karena ada yang berpendapat bahwa sesudah Nabi dan Khulafaur-
Rasyidin itu tidak ada lagi sejarah Islam. Karena itu sebuah rekonstrusksi sejarah
Islam diperlukan. Islam juga terpisah dari segi geografi, masyarakat, dan budaya.

Kedua, ra’awun atau kerja sama. Biasanya orang berbicara tentang
demokrasi dalam pengertian demokrasi politik, yaitu tidak ada hambatan dari
kekuasaan. Demokrasi yang dimengerti secara negatif, berarti “merdeka dari”.
Islam menginginkan yang lebih dari itu, demokrasi perlu diperluas menjadi kerja
sama antarwarga, “merdeka untuk”, yaitu demokrasi sosial dan demokrasi
ekonomi.

Bahwa bangsa adalah satuan yang secara objektif ada, merupakan
kenyataan yang tak terbantah. Tetapi, itu tidak berarti bahwa satuan yang besar
(masyarakat) lebih penting dari satuan yang kecil (individu) karena keduanya
satuan-satuan yang objektif. Yang mementingkan masyarakat adalah sosialisme
(ekonomi terpusat, perencanaan sentral, dan intervensi negara), sedangkan yang

mementingkan individu adalah kapitalisme.
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Ta’awun atau kerja sama dapat berupa persekutuan yang bersifat mikro,
misalnya dalam suatu pabrik atau perusahaan. Self management pekerja dan
pemilikan aset-aset perusahaan oleh karyawan, akan meningkatkan tanggung
jawab karyawan pada perusahaan, suatu hal yang sangat baik dalam era yang
penuh kompetisi.

Ketiga, mas/ahah atau menguntungkan masyarakat. Orang biasanya akan
berbicara tentang amar ma’ruf nahi mungkar, bila menyinggung peranan agama.
Agama dapat berperan sebagai moral force supaya orang berbuat baik. Agama
dapat berperan langsung, tapi melalui proses objektivikasi. Agama-agama dapat
berpengaruh dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara,
termasuk dalam demokratisasi.

Kesalahan orang beragama ialah memandang masalah politik itu masalah
sederhana, asal semua orang berbuat baik, maka urusan menjadi selesai. Tetapi
perbuatan saleh dari majikan berbeda pengertiannya dengan perbuatan saleh dari
karyawan, penguasa berbeda dengan rakyat, elite berbeda dengan massa. Saleh
menurut siapa? Dalam demokrasi, mayoritas mesti diprioritaskan, juga dalam
kriteria kesalehan.

Keempat, a/-‘Ad/ atau adil. Islam mengharuskan keadilan secara mutlak.
Sehubungan dengan demokrasi, ada dua macam Kkeadilan, yaitu keadilan
distributif dan keadilan produktif. Perbedaan keadilan distributif dan keadilan
produktif ialah pada pelaku, bentuk, dan penerima. Keadilan distributif pelakunya
adalah negara, bentuknya bermacam-macam jaminan, dan penerimanya adalah

semua warga negara. Sementara keadilan produktif pelakunya adalah perusahaan,
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bentuknya pembagian pemilikan kekayaan perusahaan, dan penerimanya adalah

karyawan perusahaan yang bersangkutan.

. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach).
Seluruh data yang digali dan dianalisis bersumber dari buku-buku atau tulisan
lainnya yang, misalnya, bersumber dari media cetak, majalah, jurnal, opini dan
lain sebagainya.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Metode deskriptif
digunakan untuk menggambarkan pemikiran Abu A’la Al-Maududi dan
Nurcholish Madjid mengenai hubungan Islam dan demokrasi. Setelah itu,
dilakukan analisis secara komparatif pemikiran kedua tokoh di atas untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan pendekatan
politik. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui akar pemikiran kedua
tokoh di atas.’® Sementara pendekatan politik digunakan untuk menemukan

format yang ideal bagi Islam dan demokrasi dalam konstelasi politik dewasa ini.

1% sudarto, Metode Penelitian Filsafat, cet. ke-111 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
him. 105.



16

4. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library reseach) dengan
mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber data yang didapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah buku
atau karya kedua tokoh di atas. Pertama, buku Abu A’la Al-Maududi yang
berjudul The Islamic Law and Constitution. Kedua, buku Nurcholish Madjid yang
berjudul Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi dan Islam, Doktrin dan
Peradaban.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang menjadi penunjang dalam penelitian ini adalah
berasal dari tulisan yang membahas pemikiran kedua tokoh serta tulisan lain (baik
ditulis kedua tokoh atau bukan), yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan
dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data/Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu
menguraikan data yang bersifat umum, kemudian menariknya pada kesimpulan
yang bersifat khusus. Di samping itu, digunakan juga metode komparasi untuk
memperbandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut sehingga diperoleh gambaran

atau hasil yang jelas.
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G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan penulisan skripsi ini berdasarkan lima bab dengan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, sistematika pembahasan. Bagian ini berguna untuk
mengantarkan pembaca kepada seluruh bagian dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai demokrasi. Bab ini meliputi
demokrasi secara umum dan hubungannya dengan Islam. Bab ini berguna untuk
mengantarkan pembaca pada pemahaman mengenai Islam dan demokrasi secara
umum, mulai dari sejarah demokrasi hingga hubungannya dengan Islam.

Bab ketiga berisi biografi Abu A’la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid
secara singkat dan pandangan keduanya mengenai demokrasi. Bab ini dapat
membantu pembaca agar dapat mengenal riwayat singkat kedua tokoh. Bagian ini
sangat penting dalam rangka memahami latar belakang pemikiran kedua tokoh.

Bab keempat berisi tentang analisis perbandingan kedua tokoh di atas
perihal pandangan mereka terhadap Islam dan demokrasi. Pada bab ini dianalisis
sejauh mana persamaan dan perbedaan kedua tokoh di atas mengenai hubungan
Islam dan demokrasi. Pada bagian ini, pembaca dapat menelaah pemikiran kedua
tokoh kaitannya dengan hubungan Islam dan demokrasi.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan
penelitian tentang Islam dan demokrasi dalam pandangan Abu A’la Al-Maududi

dan Nurcholish Madjid.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini pada bab-bab sebelumnya yang telah
dituliskan, sebenarnya penelitian ini ditujukan sebagai upaya memberikan
kontribusi pemikiran tokoh yang berkenaan dengan pandangannya tentang
hubungan Islam dan demokrasi dan pelaksanaan demokrasi yang ideal menurut
kedua tokoh ini.

Abu A’la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid adalah dua tokoh pemikir
Islam yang mempunyai latar belakang yang berbeda, namun keduanya muncul
untuk menegaskan sikap yang kritis terhadap kondisi sosial, politik dan budaya
pada masanya. Keduanya merupakan ikon pemikir Islam yang sangat progresif
dalam membela agama. Di tengah kuatnya pengaruh Barat, kedua pemikir ini
tidak absen dalam membentengi budaya Islam agar tidak dirusak oleh ideologi-
ideologi yang yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari berbagai penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan
kedua pemikir Islam ini: Abu A’la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid, mengenai
hubungan Islam dan demokrasi terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Al-
Maududi merupakan tokoh pemikir Islam yang sangat menekankan pada
pemahaman Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi.

Sementara itu, Nurcholish Madjid sering disebut sebagai tokoh pembaru

Islam yang kontroversial. Gagasan dan pemikirannya seringkali merupakan
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wacana baru yang, dalam wacana pemikiran Islam Indonesia, masih sangat bias
dan menarik untuk diperdebatkan.

Nurcholish  tampaknya bersungguh-sungguh  untuk  mewujudkan
demokrasi di Indonesia. Dan, demokrasi yang akan dikembangkan adalah
demokrasi yang memiliki visi, mengandung tanggung jawab atas masa depan, dan
demokrasi yang menghargai serta memperjuangkan nila-nilai agama Yyaitu,
demokrasi yang dilandaskan pada tauhid.

1. Hubungan Islam dan demokrasi menurut Abu A’la Al-Maududi

Konsepsi kenegaraan Islam menurut Abu A’la al-Maududi berbeda
dengan Barat. Di Barat mengenal sekaligus mendukung gagasan demokrasi.
Demokrasi mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara itu sepenuhnya di
tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum yang
diundangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan
keinginan rakyat. Al-Maududi mengajukan pernyataan dan pertanyaan
mengenai kedaulatan, sebagaimana berikut:

Menurut Maududi, sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi,
meskipun pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di
Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada
pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang atas nama Tuhan menyusun dan
mengundangkan undang-undang atau hukum untuk rakyat sesuai dengan
keinginan dan kepentingan kelas itu, dan memerintah negara dengan
berlindung di belakang”hukum-hukum Tuhan”. Sedangkan teokrasi dalam

Islam, kekuasaan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya



73

sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Atau mungkin dapat diciptakan istilah baru teo-demokrasi, karena dalam
sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.

. Hubungan Islam dan demokrasi menurut Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa partisipasi merupakan salah
satu aspek penting dalam mewujudkan demokrasi. Tanpa partisipasi,
demokrasi sangat mustahil akan menjadi kenyataan.

Dalam pandangan Nurcholish Madjid, Islam memiliki kesesuaian
dengan demokrasi. Masyarakat Islam itu, dalam jargon ilmu sosial modern,
adalah universalistik dan terbuka, karena menggunakan tolok ukur prestasi
untuk menilai seseorang; sedangkan masyarakat Jahiliyah atau yang sejenis itu
adalah masyarakat tertutup, karena menggunakan tolok ukur seperti faktor
keturunan untuk menilai seseorang.

Inti dari konsep partisipasi (sosial-politik) adalah kedaulatan berada di
tangan rakyat. Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat, seperti diakui
Nurcholish, adalah hak dan kewajiban manusia melalui masing-masing pribadi
anggota masyaraktnya, untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam
proses menentukan kehidupan bersama, terutama di dalam bidang politik atau

sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu.

. Persamaan dan perbedaan pemikiran Abu A’la Al-Maududi dan Nurcholis

Madjid tentang Islam dan demokrasi
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Abu A’la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid keduanya merupakan
pemikir progresif yang sama-sama menaruh perhatian yang sangat besar
terhadap kemajuan umat Islam. Kiprah keduanya dalam persoalan politik
menunjukkan dedikasi mereka yang tinggi terhadap bangsa mereka masing-
masing dan umat Islam secara umum.

Dalam konteks politik Islam, keduanya juga bercita-cita untuk
mempersatukan Islam. Bila ditelusuri sejarah hidup kedua tokoh, ternyata al-
Maududi dan Nurcholish Madjid sama-sama pernah aktif dalam pergerakan
politik, aktif di dunia akademis, dan juga aktif dalam tulis menulis. Keduanya
sama-sama punya sikap revolusioner dalam menghadapi status quo, baik dalam
pemerintahan, ataupun budaya yang ada dalam masyarakat.

Dalam kontek demokrasi, keduanya mempunyai pemikiran yang sama
bahwa rakyat harus dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan
penguasa. Meskipun, dalam pandangan al-Maududi partisipasi (kedaulatan)
rakyat juga terbatas.

Sebagai wujud dari interaksi dengan berbagai budaya, pendidikan
serta lingkungan, kedua tokoh sama-sama menekankan pentingnya
pemerintahan yang konstitusional.

Dalam menemukan contoh ideal mengenai pemerintahan Islam, kedua
pemikir sama-sama menjadikan periode Nabi dan para sahabat sebagai acuan.
Abu A’la Al-Maududi lebih kepada praktik yang tampak (mengadopsi secara

langsung) dengan sedikit modifikasi, sedangkan Nurcholish Madjid lebih
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kepada esensi dan kerangka-kerangka yang kemudian dikembangkannya dalam
konteks kekinian.

Sementara perbedaan pemikiran al-Maududi dan Nurcholish Madjid
terkait hubungan Islam dan demokrasi ialah mengenai keadaulatan rakyat. Al-
Maududi sangat tidak setuju jika rakyat memiliki kedaulatan penuh. Menurut
al-Maududi, satu-satunya yang memiliki kedaulatan adalah Tuhan, bukan
manusia, suatu lembaga atau rakyat sekalipun. Sementara itu, Nurcholish
Madjid berpendapat lain. Kedaulatan rakyat, menurut Nurcholish, tidak lain
ialah hak dan kewajiban manusia, melalui masing-masing pribadi anggota
masyarakatnya, untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-
proses menentukan kehidupan bersama, terutama di bidang politik atau sistem
kekuasaan yang mengatur masyarakat itu. Partisipasi ini sendiri merupakan
kelanjutan wajar dari hak setiap orang untuk memilih dan menentukan jalan
hidup dan perbuatannya yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada

Penciptanya, yaitu Allah, Tuhan Yang Maha Esa, secara pribadi mutlak.

B. Saran
Pemikiran seorang tokoh merupakan manifestasi dari pergolakan yang
terjadi pada diri dan lingkungannya dalal ruang dan waktu tertentu. Dengan
demikian tidak salah ketika dalam perkembangannya, pemikiran seseorang tidak
lagi kontekstual.
Penyusun menyadari bahwa telaah sederhana ini belum mampu

mengungkapkan secara detail dan komprehensif pemikiran kedua tokoh di atas
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mengenai Islam dan demokrasi. Untuk itu, diperlukan adanya kajian lebih lanjut
lagi mengenai Islam dan demokrasi.

Persoalan Islam dan demokrasi sampai hari ini belum selesai. Problem
yang mengitari perkembangan demokrasi, khususnya di negara Muslim, sangat
melimpah dan belum semuanya teridentifikasi. Untuk itu, kajian-kajian
selanjutnya harus lebih kontributif terhadap perkembangan demokrasi di dunia

Muslim pada umumnya dan khususnya di Indonesia.
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LAMPIRAN

TERJEMAH TEKS ARAB

HLM

BAB

F.N

TERJIEMAHAN

33

18

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang
mendebat Ibrahim mengenai Tuhan-Nya, karena
Allah telah  memberinya kerajaan (kekuasaan).
Ketika Ibrahim berkata, Tuhan-ku ialah yang
Menghidupkan dan Mematikan,” dia berkata, “Aku
pun dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim
berkata, Allah Menerbitkan matahari dari timur,
maka terbitkanlah ia dari barat.”” Maka bingunglah
orang yang kafir itu. Allah tidak Memberi petunjuk
kepada orang-orang zalim.

34

19

Dari (siksaan) Fir’aun, sungguh, dia itu orang yang
sombong, termasuk orang-orang yang melampaui
batas.

34

20

Dan jika Tuhan-mu menghendaki, tentu Dia jadikan
manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa
berselisih (pendapat).

46

11

Sesungguhnya milik-Nyalah Penciptaan dan milik-
Nyalah hukum.

47

12

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia.

69

v

11

Adalah karena rahmat dari Allah, maka kau
(Muhammad) berlaku lemah lembut kepada mereka
(para sahabatmu). Sekiranya kau kejam dan berhati
kasar, tentulah mereka menjauh dari lingkunganmu.
Maka maafkanlah mereka, dan mohonkan ampun
untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan
mereka dalam (segala) urusan. Jika kemudian kau
telah ambil keputusan, maka bertawakallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada mereka
yang bertawakal.
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